
BUPATI ENREKANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 
NOMOR .3.9 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG 
TATA CATA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 

DANA DESA DI KABUPATEN ENREKANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 
Desa Di Kabupaten Enrekang belum sesuai dengan 
ketentuan pada huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di 
Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
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Pasal 12 
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala 

Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan 
realisasi penggunaan tahap sebelumnya sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (4); 

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan 
realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal 
ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan 
SILPA tidak wajar. 

(4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga 
puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa 

(5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada 
Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Enrekang 

Par f Ko04'd"nasi 

/- 

SKPDlt<.·1ba9 Par fli g 
1. SKPD TERKIUT ---/LJ!\-- 
2. llA!lt.G TERllAli' _\ 
3. AAllAG HUi\UM -IS, 

Ditetapkan di Enrekang 
Pada tangg I so 'r 

\;suPAT NREKANG,"r 

Diundangkan di Enrekang 
Pada tan e of'.k/;;i-r �!)- 

CHAIRUL LATANRO 
SERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 
NOMOR 3(3 


